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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR {,: TAHUN 2A22

TENTANG

KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUIIIGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

T(ABUPATEN BARITO SELATAN

538319&*Fs RIL[I6fi*? ?UHA]r y#Hdt B&SSJ], ESJI.

Mrnimfoang :

EUP*?I SARITO SELJL,?ffi}

hahwa delag?i rangka mea*'tajeedkan hir*krasi yang rlisramis
dan pr*f*sicnal sebagai r.rpeya peaingkat*n efektivitas dan
*tisirclsi giltae menduku*g kiarrja perxmriratah daeraie, perir:
dilakukan penyederhanaan bir*krasi NrelaJui p*n3rrtaraa::
jahata* adrcisistrasi ke delarc jafuat*n fuagsi*nat;
i:ahN,a berdasarkan keteatum Pasal S7 ayat il] Peraturail
P*merintsh Nornor 1B ?*-truc 2*16 sehagaimana tclah
di*bxfo dengan Peraturas: tr*rc*riEatah l\{*n:*r 72 Tahi"ln ?*1q
t**tartg Fertibahan Atas Ferat*ra* Pesi.eri*tah lri*rn*r 1&

Tahua ?*tS tentang Perari.gkat *aerah ffiirngafimltatkan
fuahrsa P*rangkat Daer*ia yeftg pelaksa:tau:r tugas dan
fulag*ie3ra 9en*ir dapat dilaksaa:*ksm *ieh Er*3*sx:p*k jabata:r
fr:ngxi*n*3, :::.enghapus ::r*t orgaxi*a*i y€itlg tuga* dan
&rngrfur3ua t*trah diganlika:: ffic&ra perauh. c1*1: kei*mpok
.je-hatasa fu ngeiernal;
baltwa bcrd,asarkan ket*cltqx8.r? F*s*i 3 a}.at {i} huruf }:
Peratur*n Menteri F*ndayagl;.:x&a* Aparatu:- Negara dan
R*farrsa*i tsir*krasi tr'{om*r e? Tahu:r 3*21 tenta_trg
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabata:r Fungsional,
mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada
instansi Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Barito Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat il di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

(--

1.

h"

d.

Mengingat
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undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun r.95gNomor 72, Tambahan Lembarin Negara Repubrik IndonesiaNomor I82e;

2. undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo9 tentang pelayanan
Publik (Lembaran 

_Negara Republik Indonesia Tahun 2oogNomor 712, Tambahan Lembaian Negarinepublik Inclonesia
Nomor 5033);

3' undang-undang Nomor 12 Tahun 2arr tentangPembentukan peraturan perundang-Undangan 
1r,e*u"r""Negara Republik Indonesia womir g2 Tahun 20rr,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234) sebagaimana telah beberapa kali diubarr J""g""Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

-2a22 
tentang perubahan

I{edua atas Undang-undang Nomor r2 Tahun zbi 1 tentangPembentukan peraturan perundang-undangan (LembaranNegara Repubrik Indonesia Tahui 2o2i Nomor r43,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
6801);

4- undang-Undang Nomor 5 Tahun 2or4 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Repubril< rnaonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5a9a);

5. Undang-Undang Nomor 2s Tahun 2or4 tentang
Pemerint.h_.1 D_aerah (Lembara" rv.g"ia Republik IndonesiaTahun 2or1 Nomor 244, Tambatan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor s5g7) sebagaimana terah cliubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor g
Tahun 2g1s leltang perubahlan xeoua 

"?"1 
undang-undangNomor 23 Tahun 2ar4 tentang pemerintahan Daerah

LL^.TIrr?n. Negara Repubrik r"Jori..*'iJrrur, 20rs Nomor
b6, 'i ambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
s67e);

6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2o2a tentang cipta Ker.la(Lembaran Negara Republik Indonesia rarrun 2o2o Nomor
?1?,^Tambahan Lembaran Negara Repubiit< tnoonesia Nomor
6573);

7. Peraturan pemerintah Nomor 1g rahun 2016 tentangPerangkat r)aerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor rr4, Tambahan Llmbaran negaraRepublik Indonesia Nomor sggT) sebagarmana teiah diubahdengan undang-Undang Nomor 72 iahun 20rg tentangPerubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun24rc tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2or9 Nomor rgr, Tambahan Lembaran

^ I.g^ra Republik Indonesia Nom or 6402);8. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2olr tentang
Manajemen 

.pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republii<Indonesia Tahun 20rr Nomor 63, Tambahin Lembaran
{egara Repubiik Indonesia Nomor a,os7 sebagaima,a telahdiubah dengan peraturan pemerintah Nomo r 17 Tahun 2a2otentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 11Tahun 201z tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2o2o Nomor
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68, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor6a77);

9. Peraturan pemerintah Nomor L2 Tahun 2orr tentangPembinaan dan pengawasan penyerenggaraan pemerintahan
Daerah (_Lembaran Negara Repubtik ti"donesia Tahun 2auNomor 73, Tambahan t embaran r,lega.a nepublik IndonesiaNomor 6Oa1);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 201stentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita N*g*,Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 2036); sebagaimlna
telah diuLrah dengan peraturan Menteri Dalam wegerT rqr-o,120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan MenteriDalam Negeri Nomor g0 Tahun 201s tentang pembentukan
Produk H1ky* Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor IST);

1 1. Per:aturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor r3 Tahun 20lg tentangPengusulan, penetapan dan pembinaan Jabatan FungsionarPegawai w9q9rr Sipit (Berira Negara Republik indtnesiaTahun 2A19 Nomor g3a);
12. Peraturan Menteri pendayagunaan Apa.ratur Negara danReformasi Birokrasi Nomoi rz Tahun 2a21 tentangPenvetaraan Jabatan Administrasi k; Dalam Jabatan

Fungsio_nal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
1\OmOr 525);

13. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomoi 2s rui", 2o21 tentano
lgnve{erh.anaan . struktur olsu"i;i" ,.ir' ,"-i"1rlPemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita rv.g*iu
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor Sa6,);

14. Peraturan Menteri. fendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahu., zozz tentang SistemKerja pada Instansi pemerintah u"i"[-penyederhana.an
Birokrasi (Berita Negara Republik i"Jo"..iu Tahun za22Nomor 18 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat DaerahKabupaten Barito Selatan (r,embara"- o...ur, KabupatenBarito Selatan Tahun 2076 Nomor 3, Tambahan Lemb.r.r,Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJASEKRETARIAT DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH
ITABUPATEN BARITO SEIATAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud rlengarr:

1.

2.

4.
5.

Pemerintah Kabupaten adaiah Pemerintah Kabupaten Barito selatan.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan ilepunliklnoonesiu ,.nrg6mana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun tg4s.Pernerintah Daerah .adalah eupJti sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanrur, "rrrrrr, pemerint*frln yang menjadikewenangan Daerah.
Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan.

Pejabat Pembina Kepegawaian qa{{r pejabat ytrg mempunyai kewenanganmenetapkan pengangkatan, peminclanan dan pemberhentian pegawai ASN danpembinaan manqjemen ASl[ di instanul p.**-.intah sesuai dengan ketentuanperaturan perun dang- u ndangan.
Perangkat Daerah adalah u.rrur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah dalam Penyelenggrtr* ur"""" pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahLembaga Per-wakilan Rakyat Daerah lurrg 

"berkedud"d;- 
sebagai unsurpen.l.elenggara pemerintahan Daerah.9. Sekretarial Dewan perwakilan Rakyat Daerah

DPRD adalah Sekretariat Dewan perwakilan
Selatan.

n.).

6.

7.

8"

selanjutnya disingkat Sekretariat
Rakyat Daerah Kabupaten Barito

10' sekretaris Dewan Perwakiian Rakyat Daerah selanjutnya disingkat sekretarisDPRD adalah Sekretaris Devu'an Perwakilan Rakyai Daerah Kabupaten BaritoSelatan.
11'Aparatur Sipil Negara, yalg selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai Negerisipil dan Pegawai Pemerintah nengan Perjanjian Kerja yang diangkat olehPejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di
_ ^ lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
12' Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya Jisingr.at pNS adalah warga negaraindonesia yang memenuhi syarat tertentu, ctiarigi<at r"n"g"ipegarvai ASN secaratetap oleh pejabat pemtr-ina kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan di lingkungan Pemeriniah-xnbuputen Barito Selatan.13' Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat pppK

adalah warga Negara Indbnesia i""g *.*..rr-t i sJrarat tertentu, yang diangkatberdasarkan perjanjian kerja- untu]t< jangt a waktu tertentu dalam rangkamelaksanakan tugas pemerintahan di K;b;"rten Barito selatan.14' JaLratan stukturai adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewellang dan hak seorang Pegawai rueleri sipii Jaram suatu satuanorganisasi perangkat daerah meliputi .libatan pimpinan Tinggi pratama setaraeselon II'a dan II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta
_ _ jabatan pengawas setara eseion IV.a dan IV.b.
15' Kelompok Pakar Tenaga Ahli/Tim Ahli ad.alah kelompok yang diberi tugas,wewenang dan hak secara penuh oreh pejabat yi"s "b.ri..rarrg 

,.r-trk
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melaksanakan kegiatan yang sesuai _dengan profesinya dalam rangkamendukung Tugas Pokok sekretariat DPRD -daram hal menjalankan fungsiDPRD dibid-ang anggaran, legislasi a"" p*gawasan.

16' Kelompok Jabatanlungsional adalah'selielompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan dengan pelayanan rurgsiorri v."s berdasarkan padakeahlian dan keterampilan tertentu dalam ringka mindukung Tugas pokokSekretariat DpRD Kabupaten Barito Selatan.
77'Peiabat Fungsional aclalah Pegawai asN yang menduduki Jabatan Fu,gsionalpada instansi pemerintah.
1B' Jabatan Administrator adalah.jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpinpelaksanaan seluruh kegiatan plnyl"u" publik serta administrasipemerintahan dan pembangunan.
19' Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Adrninistrator adalah pegawai

ASN yang menduduki Jabatan Adminiitrator pada instansi pemerintah.
20. Jabatan pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawabmengendalikan pelaksanaan kegiatan yang oii.["x"" ,i.r, p.:.bat pelaksana.21'Jabatan Pelaksana adalah sekitompotu -fiuut*r, yang berisl fungsi dan tugasberkaitan dengan pelayanan publik sirta adminiitrasi pemerintahan danpembangunan.
22'Peiabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendahpejabat penglw.as atau pejabat lain yang iinet pendelegasian keu,enangan.23' Tim keqia adalah sekelompok p.:un"i irrrgrio.,"i ;A;;elaksana dan/ataukeduanya yang metat<san.i.r., tugas bersama 6erdasarkankeahlian/keterampilan jabatan masing-m"ri"!-r"turi--J"capai tujuan ker;a

.vang sama.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISE.T 

_

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

pasal 2

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberiandukungan terhadap tugas*dan fungsi DPRD Kabr-rpaten Barito Selatan,dipimpin oleh Sekretari" ?fryD yalg"a*am melaksanakan tugasnya secarateknis operasional berada di bawah Jan berta"ggu"g-:.*"r, kepada pimpinan
DPRD Kabupaten Barito Selatan dan secara adrninistiatif bertanggung jawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

t2) sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasikesekretariatan dan keuangan, mend.ukung peiaLsallan tugas d.an fungsiDPRD Kabupaten Barito selatan, serta me.ryediakan clan mengoordinasikantenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan dalammelaksan"k1l!4 dan fr-rngsinya sesuaj dengan kebutuhan.(3) sekretariat DPRD dalam rireiaj<sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ay at (2), menyelenggarakan fungsi :

a' Penvelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten BaritoSelatan;
b' penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Barito selatan;c' fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan persidangan DpRD KabupatenBarito Selatan;
d. mendukung pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DpRD; dan
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e' penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DpRDKabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal B

(1) susunan organisasi sekretariat DpRD terdiri dari:
Sekretaris DpRD;
Bagian Umum membawahkan:
1 Subbagian Tata Usaha dan perlengkapan;

? Subbagian Keuangan dan penyusunan program.
Bagian Hukum dan persidangan;
Bagian Fasilitasi pengan$garar,. dan pengawasan membawahkan:1. Subbagian Fasilitasi penganggaran r,Jgisfatii 

rqr*rqrr!

2. 
-subbagian Fasilitasi ee,r[a*i-san t egiJladi. '

Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1Jtercantum dalam Lampiran yang merupakJa u"gi""-il;;;.rpisahkan dariPeraturan Bupati ini.

pasal 4

sekretariat DPRD sebagaimana dirnaksud dalam pasal 3 dipimpin olehSekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya ;;;; *un,. operasionalberada di bawah d.an bertanggung'jawab r..piJu ;il;** ir*, KabupatenBarito selatan dan secara administratif berrr.rggrng j;;J kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah e r

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (lJ diangkat dandiberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetqjuan pimpinan DpRDKabupaten Barito Selatan setelah berkonsultasi deng"" ni*p*an praksi.
Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat lt1 ,rrurirrg_rrrrsi.rg dipimpin
oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggung jawab kepada Sekretaris DpRD. .

subbragian seLragaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh KepalaSubbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 6anbertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

a.
b.

C.

d.

e.

{2)

(1)

(2)

(3)

$t

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Sekretaris DPRD

Pasal S

(1) sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasikesekretariatan dan keuangan, mendukung p*iui.*ail*r, tngas dan tungsi
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DPRD Kabupaten Barito selatan,. serta menyediakan dan mengoordinasikantenaga ahli -yang diperlukan oleh DPRD xabupaten Barito Selatan d,alammelaksanakan hak dan fungsinya sesuai d.engan kebutuhan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
D PRD menyelenggarakan ?ungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan

Selatan;

pada ayat (1), Sekretaris

DPRD Kabupaten Barito

b' penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Barito selatan;c' pemfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten Barito selatan;d' pemfasilitasi tugas dan fungsi npRn dalam Anggaran dan pengawasan;
e' perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem AkuntabilitasKineria Instansi Pemerintah (SAKTP) dan Reformasi Birokrasi (RB) IingkupSekretariat DpRD;
f. peningkatan nilai SAKIP Sekretariat DpRD; dang' penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DpRDKabupaten Barito Selatan.

(3) Sekretaris DPRD sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator clanJakratan Fungsional berdasarkan jenjangnya 
".;;;i dengan ketentuanperaturan peru ndang_undangan.

Bagian Kedua

BAGIAN:T'*
pasal 6

( 1) Bagian umum mempunyai tugas mengoordinasikan, menghimpun danmenyusun rencana dan program kerja, merrgu.u, ,riu.ru", prasarana danmobilitas, mengurus u.usan rumah tangga pi-.pi*, *I.r, ketatausahaan.,mengevaluasi dan melaporkan pelaksli""" ;rA;;;,-lr"rry,"rr, rencanakebutuhan anggaran, mengurus, mengelolu, *.'*u?,r."[u.r, *.rg.vaiuasi danmelaporkan pelaksanaan penatausah"aan keuangan npnn dan sekretariatDPRD serta melaksanakan tugas lain yang ain.rir,ui1l.r. s.r.r.taris DpRD.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BagianUmum rnenyelenggarakan fungsi:
a' penyusunan rencana dan program kegiatan Bagian;b' pelaksanaan pembuat p"r..ri.rru*rr",r.rtr-rk kepentingan Anggaran DpRDmaupun untu-k kepentingan Sekretariat DpRD;c' pelaksanaan koorclinasi dengan Bagian lain dan mengoordinir pelaksanaantugas Subbagian yang dibawahi Bagian Umum;d' pelaksanaan tugas Ketatausahan d"an kepegawaian serta organisasi dan tatalaksana Sekretariat DpRD;
e' pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan keamanan kantor clanrumah jabatan;
f' pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Renstra, Renja, penetapan

Kineqja, Rencana Kebutuhan Barang Unit, Rencana umum pengadaan danrencana SKPD lainnya;
g' pembuatal D-okumen laporan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP), Laporan._Penyelenggrrru., pemerintah Daerah SatuanKerja Pemerintah Daerah (LPPb sfFol, Bahar- i.ior.r, KeteranganPertanggunglawaban (LKPJ) Kepala Daerah,' Laporan ioii,rirtrasi Aset dan
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,T:x#fln 
dan laporan laporan satuan Kerja pemerintah Daerah (sKpD)

h' pelaksanaan tata kelola administrasi penatausahaan dan pengelolaan
. keuangan dan DPRD dan Sekretariat DpRD;i' pelaksanaan pemberian petuqjuk dan pembinaan kepada subbagian dantrawahan/staf; r J

j' pemberian saran/pertimbangan kepada atasan, sesuai bida.ng tugasnya; dank' pelaksanaan evaluasi dan p.ruporu" serta melaksanakan tugas lain yangdiberikan oieh Sekretaris DPRD.-

(3) Kepala Bagian Umum sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan pengawas,
Jabatan Pelaksana dan Jabatan dungsional berdasaikan jenjangnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundanglu.6angan.

paragraf 1

Subbagian Tata Usaha dan perlengkapan

pasal Z
(1) suhrbagian Tata usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakanpelayanan administrasi ketatausafiaan dan t.p.gu*uiurr, melaksanakanorganisasi dan tatalaksana dukungan staf, merencanakan dan mengelola saranadan prasarana berdasarkan stindar o*- il;;;;;' ].rr* berlaku gunamenunjang tugas dan fungsi Sekretariat DpRD r
(2) untuk melaksanakan tugas sebagaim""" oiil"r.sud pada ayat (1), subbagianTata usaha dan penyusu.,an erogiam il;y;dil;;;"r.Iil1i"gri,a' pelaksanaan administrasi undangan, ".".r?'*rr.*r-"i' 

ou" naskah dinassekretariar DpRD dan pimpi;;;;FRd *rt. L."..ii;;;r",b. pelaksanaan Administrasi k.p"g.*";,
c' pelayanan dan pengelolaa. -organisasi dan tata laksana dukunganstaf/Kepegawaian;
d' perencan aan 

-dan 
pengadaan kebutuhan perlengkapan dan rumah tanggasarana pendukung kegiatan dewan;e' penyiapan fasilitas peralatan dan perlengkapan dan logistik kegiatan rapat-rapat dan persidangan sekretariat dan teilnaga npnn;--f' pemeliharaan kebeisihan, keamanan dan kelertiban i<antor/gedung besertalingkungannya, rumah jabatan dan rumah dinas;g' perbaikan dan pemeliharaan prasarana geoung kantor, rujab/rumah dinasdan kendaraan clinas serta baiang invetarris kan"tor lainnya;h' penatakelolaan, pendataan dan lrelaporan data. invetaris asset tetap d.anbarang habis pakai;

i' penyiapan penerimaan pengedalian dan pengarahan tamu tamu,delegasimasyarakat dan unjuk rasa; danj. pelaksanaan tugas rain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala subbagian Tata Usaha dan Periengkapan sebagai pejabat penilai Kiner,aJabatan Pelaksana clan Jabatan tr'ungsionat berdairtoan .1en;angnya sesuaidengan ketentuan peraturan perunclanglundangan.
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Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan penyusunan program

Pasal 8
(1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas merancang,menyusun memproses program rencana kery'a, erraluasi dan pelaporan kegiatanSKPD serta melaksanaan urusan penataus ahaan administrasi keuangansekretariat dan DPRD.

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SubbagianKeuangan menyelenggarakan fungii :a' penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pen.vusunan rencanastrategis, program dan kegiatan serta rnonitoring dan &utu"*i;b' pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis- (Renstra), Rencana Keqja(Renja), Indikator Kineqja Utama, Rencana KinerJa Tahunan dan penetapan
Kineqja Sekretariat DpRD;

c' penyiapan pelaksallaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalamRencana K,\? Perangkaf oaEran 1n$olierta priorita"s dan plafon AnggaranSemenrara {ppAS);d' pen.vusunan penginputan, pembuatan data kedalam Rencana Kerja danAnggaran (I5A]/Dokumen Pelaksanaan a"ggrru" inpei, Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Laporan Pajak-Pajak pribl& tr,pzF),-bommen keuangandan Aplikasi Keuangan lainnya;
e' penyiapan pelaksanaan penyusunan. dokumen pelaporan keuangansemester dan akhir tahun 

. dan pelaporan rl"eia berupa r,"po.^r,Akuntabilitas Kinerja instansi pemerinturr_ 
1t erun;, Lupn.u., KeteranganPertanggungiawaban (LKPi), Laporan penyelengguru"rr-pernerintah Daerah

- (LPPD) dan laporan lainnya; r I

i' pelaksanaan Tata Kelola Penatausahaan Administrasi Keuangan DpRD dansekretariat DpRD berdasarkan ketentuan d;" ;;"-;u, yang uerlaku;g. pelaksanaan 
.verifikasi pertanggrrog,o-*ruun ruru"rrgil dan membukukanserta melaporkan raporan pertanggu n g1a*a ban keu a""g"" ;h' pemberian saranl pertimLarrguri"t.piaa atasarr, r.3".i bidang tugasnya;dan

1' pelaksanaan evaluasi dan, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatanSubbagian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BagianUmum dan Sekretaris DPRD.

(3) Kepala subbagian Keuangan 
-dan Penyusunan Program sebagai pejabat peniiaiKinerja Jabatan Pelaksana dan .iabatan Fungsional berdasarkan jenjangnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN

Pasal 9
(1) Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas memfasilitasi kegiatanpersidangan, rapat-rapat dan pertemuan bpRn, alat kelengkapan DpRD, fraksi,administrasi keanggotaan npno. Menginventarjsasi pe"raturan perundang-undangan yang berhubungan dengai fungsi DPRD, menginventarisasiperda/raperda yang akan diusulkin, direiisi, dibentuk dan dihapus.
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Menyiapkan, nlerancang, menyusun dan membuat jadwal rapat sidang, catatan-catatan rapat, notulen dan risllah serta menghimpun produk hukum DpRD dankegiatan lembaga DPRD untuk diinformasikan dan dipublikasikan.
(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BagianHukum dan persidangan menyelen{garakan fungsi: r --

a penyelenggaraan persidangan;
b' pemfasilitasi rapit-rapat dan perternuan DPRD, alat kelengkapan DpRD,fraksi, administrasi keanggotaan DpRD;c' pengaturan pengoordinasian penerimaan delegasi Dewan, delegasimasyarakat dan delegasi eksekutif;d' penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-unclangan yangberkaitan dengan pelaksanaan t"g". DPRD' *."i.renggarakan kajianperundang-undangan;
e' pengumpulan bahan penyiapan draf perda Inisiatif;f. pemfasilitasipembahasanperda;
g. pemfasilitasi penyusunan Naskah Akademik;h' pemverifikasi, pengevaluasi dan penganalisis produk penyusunan peraturanperundang-undangan;
i' pen-yusunan risalah dan notulen dan catatan-catatan rapat rlan hasilpansus;
j penyusunan bahan publikasi;
k. penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan keprotokolan;1' penyiapan bahan p.t"Jrria.r, p."gg."iiu" dan p.1rtu*rr.r1 keanggotaanDPRD;
m' penyiapan.kelompok Tim ahli/tenaga ahti DPRD sesuai dengan kebutuhanalat kelengkapan DPRD daram menlrlankan tugas ;;fr"gsinya;n' peiaksanaau evaluasi dan.pelaporan pelaksaffi; p.;il"r" kegiatan Bagianserta melaksanakan tugas lain yang diberikan setretafis DpRD; dano' pelaksanaan evaluasi dan petaporin pelaksan;;*;;;;lam tegiatan Bagianserta meraksanakan tugas rain yang diberikan a.kdt*-?; DpRD. r

(:) fe-pfla Bagian Hukum dan Pers i!*qulsebagai pejaLrat penitai Kineqja JaSatanPelal<sana dan Jabatan FungsionaT r"rJ"*".r<an 3er1'rrgry, sesuai denganketentr_r an pe rat u l.an perund ang_ u ndarrgan.

Bagian Keempat

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Pasal 1O

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melakukanmenyiapkan bahan .kajian anggaran beLnja dan peng;;;; pembangunan.Menyiapkan draft pokok pikiran DPRD, Memfasilitasi tJ4u ,u*r antar daerah/lembaga/ pihak lainnya dan penyiapan tenaga ahli, Memfasiitasi kegiatanpengawasan internal Badan kehormatan serta melaksanakan tugas la-rn yangdiberikan oleh Sekretaris DPRD.
untuk melaksanakan tugas sebagaima:ra dimaksud pada ayat (1), BagianFasilitasi Penganggaran dan rengawasan menyelenggarakan fungsi:
a' penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan perumusankebijakan fasiltasi p..rgrrggaran dan pengawasan Legislatif;b' penyiapan bahan kqlian oitr- rangka lungsi fasilitasi penganggaran clanpengawasan;

(1)

(2)
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c' pengoordinasian bahan dalam rangka rapat dengar pendapat sebagai fungsipengawasan DpRD;
d' penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar daerah/lembaga/pihak lainnya;
e' penyiapan bahan dan, koordinasi kegiatan monitoring evaluasi kegiatanpengawasan anggaran Anggaran nenclapatan clan eelanja Daerah (ApBDj;f' pemfasilitasi, pengoordinasian. dan pl"yap"" baha; ilmbahasan Kebil.akanUmum Anggaran (KUA), Prioritas PlaJon anggara, Sementara (ppAS),Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tapHBlZ .t.,gg.run pendapatan

dan Belanja Daerah perubahan (aireOfl;g' pemfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan perda pertanggungjawaban
keuangan;

h' pemfasilitasi dan menghimpun dan membuat clokumen hasil jaring aspirasi*ras-yarakat.dalam rangka reses *asa sidang DpRD;i' pemfasilitasi, pemerifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaanpenegakan kode etik DpRDij' pemfasilitasi rapat-rapat internal DPRD dalam rangka menjaiankan fungsiAnggaran dan pengawasan;
k' pemfasilitasi mengoordinasikan dan membuat pokok-pokok pikiran DpRD;1. pemfasilitasi penegakan kode etik DpRD: dan
m' pelaksanaan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan prCIgram dan kegiatanBagian serta melaksanakan tugai lain yang diberikan ft.t s.turetaris nFnn.

(3) Kepala Bagian Fasilitasi Pengan-ggaran dan Pengawasan sebagai pejabat penilaiKinerja Jabatan Pengawasl .li-batan pelaksina dan Jabatan Fungsionalberdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

paragraf 1

Subbagian Fasilitasi penganggaran Legislatif

pasal LI

(1) subbagian Fa.silitasi Pengangg".f"l Legislatif mempunyai tugas memtasilirasi,mengoordinasikan dan menyediakan -bahan p.*buh"r"* Kebijakan umumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon a"sguri":#il;;, (ppAS), RaperdaAnggaran Pendapatan dan Beianja oaerarr"[epBD)/ e"sg;n pendapatan danBelanja Daerah Perubahan (APbDP), Perda 
_ 

p.rt""gsi""tawaban keuangan,jaringan aspirasi masyarakat dan pokok pikiran DPRD, mengevaluasi danmeiaporkan pelaksanaan program dan kegiatan subbagian serta melaksanakantugas lain ]'ang diberikan oleh Kepaia 
-bagian 

Fasiiitasi penganggaran danPengawasan serta Sekretaris DpRD.
(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SubbagianFasilitasi penganggaran Legislatif menyelenggarakan rungsi:

a. pemfasilitasi kegiatan reses DpRD;
b. penganalisis d,ata I bahan d.ukungan jaringan aspirasi masyarakat;c' penyusunan- dan pengoordinasian hasil paripuina terkaii reses DpRD untukdimasukan dalam Rencana Kerja pemerintah Daeran 1nr<ro1;d' pengomunikasian kepada pftrat terkait jadwal p.-tat a.an Anggaran olehDPRD;
e. penyusunan pokok pikiran DpRD;f' pemfasilitasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas

Plafon Anggaran Sementara (nfAS);
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g' pemfasilitasi pembuatan laporan hasil pembahasan Kebrjakan UmumAnggaran (KUA) prioritas oJ{o" anggaran Sementara (ppAS);h' pemfasilitasi dan pengoordinasi"" ?;;;diaan bahan'dan pelaksanaarl rapatpembahasan Rencana Kerja clan Rnggaran satuan Keqja perangkat Daerah(RKA-SKPD), Rancangan Anggaran nJiloapatan dan Belanja Daerah (ApBD)/Rancangan Anggaran nenct#?tan clan Betanya n".[h "perubahan 
(ApBDp);pada komisi DPRD terkait mitra kerja;i' pemfasilitasi penyediaan tim paxailtenaga ahli (apabila diperlukan) terkaitPenganggaran Legislatif;

j' pemfasilitasi pembuatan Draft keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerahterkait fungsi anggaran DpRD;
k' pemfasilitasi pembahasan pengambilan keputusan DPRD dan pembuatanKeputusan DPRD atas hasil eialuasi Rencana Anggaran pendapatan danBelanja (RAPB); dan
1' pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian FasilitasiPenganggaran dan peng^*rrr, din Sekretaris DPRD.

(3) Kepala Subbagian Fasilitasi 
_ 
Penganggaran Legislatif sebagai pejabat penilai

Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jauat"an r""g".il""i n.ra".".kan jenjangnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

paragraf 2

Subbagian Fasilitasi pengawasan Legislatif

Pasal 12
(1) subbagian Fasilitasi Pengawasan Legislatif mempunyai tugas memfasilitasi,mengoordinasikan dan menyediakan trairan petat<san""" i..gi"tan pembahasanLaporan Keterangan perta"ggr"gu*"0r" ^ir,rpJ) 

Kepala Daerah, pembahasanRaperda pertanggungjawabin pJar<rr.r.u., ABPD, pembahasan pengawasanDPRD terhadap- tindak lanjut Laporan Hasil perneriksaan (LHp) BpK-RI danpengawasan pelaksanaan PERDA, fasilitasi penegakan t<oOe etik DpRD olehBadan Kehofmatan DPRD , rnengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan programdan kegiatan subbagian serta metaksanakan t";;; i;i; ?"g diberikan otehKepala Bagian Penganggaran rlan Pengawasan serta Sekretaris DPRD.
(2) Untuk melaksanakan 

-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagianFasilitasi pengawasan Legislatif menyelenggarakan r""gri, 
* -

a' pemfasilitasi dan mengoord_inaiikan-lembaha*ui-p.rryampaian LaporanKeterangan Pertanggungjawalan_(l-KeJikepala daerah at<trir tahun anggarandan akhir masa jabatan kepada DpRD; '

b' pemfasilitasi kegiatan pembahasan pengawasan DPRD terhadap tindaklanjut Laporan Hasil pemeriksaan (LHp1 nnf_ru;c' pemfasilitasi dan mengoordinasikan kegiaian pembahasan Raperdapertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan clan eelanjaDaerah (ApBD);
d' pemfasilitasi kegiatan badan kehormatan dalam pelaksanaan penegakankode etik DpRD;
e' pemfasilitasi penirg'auan lapangan kegiatan kunjungan kerja dalam daerahterkait pungsi pengawasan DPRD t&naoap rupori" pertanggungjawabanyang disampaikan dan pemantauan peliksanaan ppnne terkait danpengawasan pelaksanaan kebijakan;
f' pemfasilitasi pembuatan draft pemandangan umum fraksi-fraksi DpRD atasraperda pertanggung jawatran pelaksaiaan Anggaran pendapatan danBelanja Daerah (ApBD);
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g' pemfasilitasi perumusan draft catatan, rekomendasi DpRD dan KeputusanDPRD dalam rapat paripurna;
h' pemfasilitasi pembuatat praft keputusan bersama DpRD dan Kepala Daerahterkait fungsi pengawasan DpRDji' pemfasilitasi penyediaan tim pakarltenagaahli (apabila di perlukan) terkait. fungsi pengawasan legislatif; d-an 

I - --*'
j' pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian FasilitasiPenganggarar dan pengawasan.

(3) Kepala subbagian Fasilitasi Pengawasan Legislatif sebagai pejabat penilaiKinerja Jabatan Pelaksana dan .l-anatan Fun[sional berdisarkan jenjangnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
I{ELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 13
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas meiaksanakan sebagian tugasSekretariat DPRD dengan keahlian dan ketra-piru, t.rt.rrtr.--'-

Pasal 14
(1) Kelompok Jabalrr, Fylgsional ITrg diangkat melah:i pengangkatan pertama,perpindahan dari jabatan 

- 
iain, p.r]r..,r.i"iiipil;;,.;g, promosi cranpenyetaraan -iabatan hrerkedudukan ai uawatr dan 6ertanggungjawab secaralangsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi F;;i;;: prJ;#;dministraror, arauPejabat Pengawas sebagai ne1'anat peiiai xii..l" y$;-;.rnitiki keterkajtandengan pelaksanaan tugas jaLatan fungsion"r nlram"r?rn j.rrj*rrgnya sesuai

(2) Kelompok Jabatan Fungsional se_bagaimana dimaksud pada ayat (1) memilikitugas memberikan pelayanan fungsional _yang O"rOJ**f."" keahlian danketerampilan sesuai ketentuu, p.rut,Irr, p.rrrffi"; ;"d;;;u".
(3) Jenis dan jumlah kebutuhan .kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanadimaksud pada ayll (1), ditentukan berdasarr.^" 

"""ririr%nutan dan analisisbeban kerja serta ditetapkan sesuai oengan ketentuan pdraturan perundang-
undangan.

(4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mulaimelaksanakan tungsi dan tugas terf,itung sejak oilariur<an pelantikan.
(5) Pejabat Fungsionai dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiriberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat Fungsionaltersebut dapat membawahi pejabat Fungsionar dan periksana.
(6) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota timkerja pada unit organisasi, lintas ,t It organisasi, dan/ atau lintas InstansiPemerintah.
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Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 15
(1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasilanalisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
(2) Nama-nama jaLratan pelaksana di lingkungan sekretariat DPRD ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat DpRDdengan Keputusan Bupati.

{+) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama iabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan eupati.

(5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan struktural dan JabatanFungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
(6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelal<sana sebaga imanadimal<sud pada a3,at(5) di iingkungan Sekretariat DPRD dilakuka, 

"ot.r, 
Sekretaris Daerah danditetapkan dengan l{eputusan Bupati dengan t.rp.ooma, pada ketentuanperaturan perundang_u ndangan.

(7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan sekretariat DpRDdilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan a.is*:i;r;;;; *;u|i
(8) uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup sekretariat DpRD ditetapkan dengankeputusan Sekretaris DpRD

(9) Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimanadimaksud pada.rvil (6) dan ayat (71 diusutkan li.r, olpr]u 
".r.rrgkat 

Daerahdengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam peta JabatanPerangkat Daerah.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 16
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan JabatanPengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuanperatu ran perundang- undangan.
Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Sekretariat DpRD memperhatikansyarat dan kompetensi jabatan seJuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

P"?T rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatanbagi Pegawai Negeri sipil dalatt 
-suatu jabaLn disesuaikin dengan ketentuan

fl:;3l :,ffi8:f#J.1ifiXi' r,,,* diberikan tugas .;:,;;_", tambahan
gi:lXrn|"" oleh Kepali perangkai naerah dengan Keputusan perangkat

(1)

(21

(3)

(4)



(s)

(6)
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Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat clan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat
peratu ran perundang- undangan.

diberhentikan sesuai

DPRD disusun sesuai

(1)

t2)

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 17

Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon II.b atau
Pimpinan Tinggi Fratama.
Kepala Bagian merupakan jabatan struktural ese-lon III.a atau
Administrator.
Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau
Pengawas.

Jabatan

Jabatan

Jabatan(3)

(1)

t2)

t3)

(4)

(s)

BAB VI

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Dalarn melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala
Subbagian serta kelompok Jabatan Fungsional wajib 

--.rr.ra[krn 
prinsip

koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta
horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun instansi lain
sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib
menerapkan sistem pengendalian intern pe*eiirrtah di lingkungan satuan
kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksan"rr-y, mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan kinerja yang terintegfasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib
mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja
bertanggungjawab memimpin dan mengoord.inasikan bawahannya dan/atau
pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wqjib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk danbertanggungjawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berka-1a tepat pada
waktunya.



i1)

(2)

_t6_

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 19

Sekretaris DPRD wajiLr menyalnpaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal
kebijakan yang ditetapkan.

Sekretaris DPRD wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan
peraturan perundalg-undangan.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam
lingkungan satuan kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk
kepada bawahan.

Daiam menyarnpaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh
kepala satuan kerja datam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan
rapat berkala.

Dalam hal mekanisme penugasan dan penetapan Pejabat Penilai Kinerja bagi
pejatrat pelaksana dan fungsional akan,,diatur lebih lanjut d.engan Keputusan
Bupati.

BAB VtI
PENDAIIAATU

Pasal 2O

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Sekretariat DPRD dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasa1 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seiuruh ASN beserta pejabat yang
ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
ditetapkan personil, pejabat dan/atau penugasan yang baru dari Pejabat pembina
Kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(3)

(41

(s)

(6)
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tsAE IX

KETENTUAIT PEIiIUTUP

Fasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Selatan {Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016
Nomor 19) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang msxgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan Penempatannya daiam Berita Daerah Kebupaten Barito Selatan.
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